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1. Undang Undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pcmbcntukan 
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten 
Maluku Tcnggara Barnt (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3895); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl26, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lcmbaran Negara Republiklndonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utata (Lembaran ff 
Negara Republiklndonesia Tahun 2008 omor 190, Ta!I\,bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937): 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20\) tentang Pcmbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara R9publik ~ 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara v 
Republik Indonesia Nomor 5234); +~ 
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BUPATI PUIJ\U MOROTAI, 

bahwt untuk mclaksanakan ketcntunn Pasal 37 ayat fl) Pcmtumn 
Pemcnntoh Nomor 43 Tahun 2014 tcntnng Pcrotumn Pclaksanaan 
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntong Dcsa sebagaimana 
tclah diubah dcngan Pernturan Pemerintah Nomor 47 Tohun 2015 
tentang Perubahan ntas Pernturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peratumn l'<•laksnnann Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tcntang Desa, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati 
tentang Daftar Kcwcnangnn nesa nerdasarkan I Ink Asal Usul dan 
Kt•wcnangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pulau Morotai; 

DE GAN RAHMAT1UIIAN YANG MAHA ESA 

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN 
HAK ASAL S L DAN KEWENANGAN l.OKAL BERSKALA DESA 

DI KABUPATF.N PULAU MOROTAI 

TENTANG 

Mengmgat 

Memmbang 
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PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA 
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 
BERSKALA DESA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI. 

MEMUTUSKAN : 

ndang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Deaa 1Lem11•• 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera.khir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pcmerintahan Dacrah (I..embaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi 
Pemcrintahan [Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pclaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Dcsa [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539)scbagaimana telah di ubah dcngan Peraturan 
Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pernbinaan dan Pcngawasan Penyelcnggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6041); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pcraturan Di Desa (Bcrita 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 ); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang' 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ,Nomor 44 
Tahun 2016 tentang Kewcnangan Desa (Berita,~egar~ Rcpublik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

Menetapkan : 
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15. 

14. 

13. 

12. 

«Umeksud-.a 
..._ .. 911 adaJah Bupa eebqai unaur pe __.,. --'edf 

meimmpln pelakaanaall wuaan PemerlntahaD YaD1 -...- 
nangan Daerah o nom 

Daerah adalah Kabupatcn Pulau Morotai 
3 Bupati adalah Bupati Pulau Morota1 
4 Kccamatan adalah wila ah kerja Camat sebagat satuan kelJ& Perangkat Daerah 

Kabupaten Pulau Morota1 dalarn wilavah kclJA Pcmcnntah Kabupe.ten Pulau 
Morolal 

5 Camat adalah Pemimpin dan Koordmator pcnyclcnggaman Pcmcnntahan di 
Wilayah kc1Ja Kecamatan ang dalarn petaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewennngan Pcmcrmtnhnn clan Bupau untuk mcnnng~m sebagian 
urusan otonorm dacrah don men clcnggnrnknn tuga umum pcmcnntnhan. 

6 Desa adalah kc tuan mns arnknt hukum nng mc1111hk1 batns w:ilnyah ynng 
berwenang untuk mengntur don mcngurus urusnn pemerintnhan, kepcntingan 
ma nmknt setempat herein nrknn prnknrsa masynrakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tmdlslonal vnng diakui clan dihormali dalarn sistern 
pemerintahnn cgam Kesatuan Rt•publik Indonesia. 

7. Pemcrintahnn Desn adalah p<•nyt'lcnggarnan urusan perncrintahan clan 
kepentmgan masyamkat setcmpat dalam sistem perncrintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

8. KepaL'l Desa adalah pejabat Pcmerintah Desa yang rnempunyai wcwenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Desanya dan 
melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Sadan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga )ang mclaksanakan fungsi pemcrintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari pcnduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokmtis. 

10. Lcmbaga Kcmasyarakatan Dcsa adalah lcmbaga yang dibentuk olch masyarakat 
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pernerintah Desa dalam 
memberdavakan masyarakat Desa, 

11. Musvawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan olch BPD untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis, 
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
K~w~nangan Desa adalah kewcnangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan 
d1 bidang ~enyele~ggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adru: istiadat Desa. 

16 Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan 
yang rnasih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyirakat Desa sesuai 
dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

17. Kewenangan lok~l berskala Desa adalah kewenanga!J untW. ~ gatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah ctijalan'kan olen OeSf\' ta 
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. 



Dipindai dengan CamScanner 

BAB IV u 
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DES)~ 

Pasal5 
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan 
Desa antara lain: 
a. sesuai kepentingan masyarakat Desa; 
b. telah dijalankan oleh Desa; 

(2) Kcwenangan berdasarkan hak asal-usul setclah dilakukan identifikasi dan 
inventarisasi, antara lain: 
a. mcnyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak 

perdata; 
b. pembinaan ketenteraman masyarakat; 
c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa; 
d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat; 
e. pengelolaan hutan desa milik Negara; 
f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa; 
g. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan mas •arakat desa: 
h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat; 
i. pengamanan kekayaan dan asset desa: 
j. kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan basil identifikasi dan 

inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa. 

Pasal4 
(1) Kcwcnangan Dcsa bcrdasarkan llak Asal Usul, paling scdikit terdiri dari: 

a. sistem organisasi mas arakat adat; 
b. pembinaan kelernbagaan masvarakat; 
c. pembinaan lcmbaga dan hukum adat: 
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan 
e. pengcmbangan peran rnasvarakat Desa. 

Pasal 3 
Kriteria Kewenangan Desa bcrdasarkan hak asal usul, antara lam: 
a. merupakan warisan sepanjang masih hidup; 
b. sesuai perkembangan masyarakat: 
c. scsuai prinsip Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia. 

llAB III 
KEWENANGAN DESA BE:RDASARKAN I !AK ASAL USUL 

Paul 2 
K lingkupda)am Peraturan Bupati mi ada.lah: 

a. ewcnangan berdasarkan hak asal usul; 
b. Kewcnangan lokal berskala Desa; 
c. Sosialisas1 dan pen) uluhan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan 

skala lokal desa · 
' d. Pemyat:aan kesedlaan sudah ditcrima olch dcsa; 

e. Serita acara penyerahan kewcnangan desa; dan 
f. Penyusunan peraturan dcsa. 
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(2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kcwenangan skala lokal desa yang 
dilakukan seperti: 
a. pembangunan jalan jalan dcsa dan jalan tani; 
b. pendayagunaan bahan galian yang tidak dipcrdagangkan untuk 

pembangunan desa dan rumah rakyat; 
c. usaha ekonomi masyarakat; 
d. penegakan hukum dan system pengamanan lingkungan; 
e. Pengembangan pusat pcrckonomian desa, seperti pasar desa, bumdcs, 

perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya; 
f. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahtcraan masyarakat; 

g. melakukan pcnghijauan desa; 
h. melakukan kebersihan desa dan pantai; 
i. mengupayakan peningkatan pendidi.kan non formal; 

j. pengembangan industri rumah tangga; 
k. kerjasama pemasaran produksi pertanian; 

I. penanganan kebakaran hutan dan lahan; 

m. pelayanan kesehatan dasar; 
n. pengelolaan tambatan perahu; 

o. pengelolaan lokasi wisata; 
p. pengelolaan perpustakaan desa dan taman belajar; 
q, kewenangan lokal berskala desa lainnya yan 

clan inventarisasi berdasarkan situasi dan kon 

(1 Pasal 6 
) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana 

ketentuan yang berlaku, paling sedi.kit tcrdiri: 
a. pengelolaan tambatan pemhu; 
b. pengelolaan pasar Dcsa; 
c. pengelolaan tempat pcmandian umum; 
d. pengclolaan jaringan irigasi; 
e, pengelolaan lingkungan permukiman masyarnkat Desa; 
f. pembinaan kcsehatan masvarakat clan pengclolann pos pelayanan terpadu; 
g. pengcmbangan dan pembinaan sanggar scni clan bclajar; 
h. pengclolaan perpustakaan Desa dan tarnan bacaan; 
i. pengelolaan embung Desa; 
j. pengelolaan air minum berskala Desa; 
k. pcmbuatan jalan Desa an tar pennukiman kc wilayah pertanian; 
l. pembuatan jalan tani. 

•w11nma JJeikembanpn Deea &m pruana maa.,atabt 
pro&r8Jm atau kegiatan sektor yang telah diaera.hkan ke Desa.. 
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Pasal 11 

(1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi clan inventarisasi, 
kewcnangan desa menjadi bcban APBD Kabupaten, 

(2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan bcrita acara 
peraturan desa dibebankan pada APBDcs. 

Pasal IO 

Bupati dapat menugaskan carnat untuk melakukan evaluasi clan implcmcntasi 

peraturan desa. 

Pasal 9 

(1) Sebagai pelaksanaan ketcntunn pasal 8 pernerintah desa mcnyiapkan rancangan 
peraturan dcsa tentang kewenangan dcsa bcrdasarkan kewenangan menurut 

hak asal usu! dan skala lokal desa, 
(:2) Rancangan peraturan desa scbagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama 

dengan BPD untuk mendapatkan kescpakatan. 
(3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi 

oleh Bupati. 
(4) Peroturan desa yang tclah dievaluasi oleh kabupaten ditetapkan sesurn dengan 

peraturan pcrundangan yang berlaku. 

Pasal 8 

(1) Pernerintah Daernh Kabupntcn mclnkukan sosialisasi dan pcnyuluhan tentang 
rmcian kcwenangan hnk asal usul dan kala loknl dcsn kcpada Desa; 

(2) Berdasarkan ha ti sosialisasi dan penyuluhnn sebagai dirnaksud pada ayat ( 1) 

pemerintah desa mengajukan usul tcntang penetapan kewenangan kcwenangnn 

yang akan dilnksanakan; 
(3) Bcrdasarkan penetapan kewcnangan scbagaimana dimaksud pada ayat (:2) 

kepala desa membuat berita acara penerimaan yang ditandatangam olch kepala 
desa dan ketua BPD, serta dikctahui oleh Bupati mclalui camat, 

Pasal 7 
tab desa melakukan kewcnangan asal usul dan kewenangan skala lokal 

ang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan 

pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa, 
Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan Pasal 7 dan 

Pasal 8 sesuai dengan peraturan pcrundang undangan. 

BABV 
MEKANISME PENYELENGGARAAN K.EWENANGAN DESA 
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SERITA AERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 

Diundnngkan di Morotai Selatan 
pada tanggal O 3 JAN zrno 
SEKRETARIS DAERAJ{ 
KABU TEN PULAU MOROTAI, 

Ditf'tapkan di Morotai Sclatan 
pada tanggal OJ JAN 2020 

Pasal 12 

Peraturan pcraturan yang mengatur kewenanga.n desa berdasarkan bak aMl 
u ul dan kewenangan desa berdasarkan skala Iokal desa, melakukan 

penyesuaian sesuai dengan peraturan im 
(2) Pemerintah kabupaten memfasilitas1 percepatan penyelesaian penetapan 

kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kcwenangan desa berdasarkan 

skala lokal desa. 
(3) Pcraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal dmnclangkan 

Agar sctiap orang mcngctahum a, rnemcrintnhkan pcngundangan Pcrnturan 

Bupati mi dengan pcncmpatannya dalam Berna Dncrah Kahupaten. 


